SALINAN

BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA
KEGIATAN DAN HONORARIUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta
guna kelancaran pelaksanaan Badan Layanan Umum
Daerah,maka dipandang perlu untuk menetapkan Revisi
Standar Biaya kegiatan dan honorarium pada PPK-BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan 2020;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap peraturan Bupati
Kuantan Singingi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang
Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium BLUD
RSUD Teluk Kuantan perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standarisasi
Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan

Tahun 2018;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 5063);

. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5072);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pemerintah Yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.14-4874 Tahun
2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Bupati
Kuantan Singingi Provinsi Riau;

Keputusan Menteri Dalam Negeri No, 132.14-4875 Tahun
2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Wakil
Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau,;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi ( Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Standar
Biaya Pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun

2020;



18. Keputusan Bupati Nomor : Kpts.369/VII/2014 Tahun 2014
tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Teluk
Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

daerah ( PPK-BLUD) secara Penuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN
SINGINGI NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI
INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TELUK KUANTAN

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2017
tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Tahun 2017
(Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 29) diubah

hanya pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 12 Maret 2020
BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd

H MURSINI
Diundangkan di Teluk Kuantan

pada tanggal 12 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 14



